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Abstract

In 2021, Indonesia's National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) reported that 1.2 million
hectares of land were identified as idle, with 89,000 hectares officially designated as abandoned
land. Meanwhile, a significant portion of the population still struggles to access property, such as
land or housing, due to rising property prices, which escalate yearly. This situation exacerbates
inequality in property ownership, as outlined in Indonesia's Agrarian Law (UU Agraria), which
mandates the government to ensure equitable access to land and address ownership disparities.
Drawing on practices from countries such as the Philippines, Cambodia, and South Korea, a
potential solution to address idle property issues is the imposition of an idle property tax. This
policy could be implemented through a surcharge mechanism or a piggyback system on the existing
Land and Building Tax (PBB-P2) based on the property’s assessed value (NJOP). A progressive
tax rate could also be introduced, increasing with the duration a property remains idle. Such
measures aim to deter speculative behavior that treats property solely as an investment without
societal contribution. However, implementing this policy requires careful consideration of
institutional harmonization, the overall tax burden, and the administrative costs to ensure an
effective and balanced approach.
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1. PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu, Negara
Indonesia terus mengalami  pertumbuhan
penduduk dari tahun ke tahun. Per 28 Juni 2024
sendiri, jumlah penduduk di Indonesia kian
mencapai 281,6 juta jiwa (Badan Pusat
Statistik, 2024). Jumlah penduduk yang tidak
sedikit tersebut dapat mencapai pedang
bermata dua, terutama bila dikaitkan dengan
kepadatan penduduk di Indonesia yang
mencapai 149 jiwa per km® Adanya
pertumbuhan penduduk yang meningkat secara
masif dapat menimbulkan masalah kepadatan
penduduk yang semakin parah tiap tahunnya

(Akhirul et al., 2020). Masalah ini amat
dirasakan khususnya di kota-kota besar tujuan
urbanisasi, seperti Jakarta dengan kepadatan
penduduk mencapai 16 ribu jiwa per km?, yang
menyebabkan adanya persaingan atas sumber-
sumber daya penunjang hidup, salah satunya
adalah tempat tinggal (properti) yang krusial
dalam kehidupan manusia (Yulin & Dita,
2022).
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Gambar 1. Indeks Harga Perumahan
2005-2022

Sumber: Dinata et al (2024)

Adanya persaingan tersebut tentu akan
meningkatkan demand terhadap properti,
dimana bila tidak ekuivalen dengan
ketersediaan properti itu sendiri maka akan
menimbulkan naiknya harga (inflasi) secara
signifikan. Harga properti yang terus-menerus
mengalami lonjakan menyebabkan properti
tersebut hanya terjangkau oleh masyarakat
kalangan menengah keatas (Rappaport dalam
Rahmawati et al, 2024). Dikarenakan
ketersediaan atas properti (tanah dan bangunan)
sifatnya terbatas, maka seiring berjalannya
waktu kebutuhan akan properti akan sulit
terpenuhi  bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (Budi dalam Rahmawati et al, 2024).
Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan
oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa
di masa mendatang generasi muda Indonesia
(generasi milenial dan generasi z) sangat
mungkin untuk tidak dapat membeli properti
hunian sendiri. Hal ini dikarenakan fluktuasi
daya beli yang tidak sebanding dengan
peningkatan harga properti itu sendiri.

Salah satu hal yang menyebabkan tingginya
harga properti tidak lain dan tidak bukan adalah
fenomena properti terlantar. Fenomena ini telah
menjadi sorotan dalam beberapa waktu
terakhir. Maraknya properti seperti tanah yang
dibiarkan terlantar menciptakan kelangkaan
tanah yang dapat dipergunakan untuk
kebutuhan produktif. Pada tahun 2021, Badan
Pertanahan Nasional mencatat bahwa 1,2 juta
hektare (ha) lahan terindikasi terlantar di
Indonesia dengan 89.000 hektar lahan telah
ditetapkan sebagai tanah terlantar (Fry, 2021).

Pada kenyataannya, banyak sekali pemilik
properti yang sengaja membiarkan propertinya
tidak digunakan sehingga menyebabkan
kenaikan harga atas properti tersebut
(Gallmeyer, 2021).

Permasalahan macam ini muncul karena di
satu sisi properti hunian adalah kebutuhan
dasar, namun bagi kelompok masyarakat
berpenghasilan menengah ke atas, rumah juga
dianggap sebagai aset investasi (Ayuningtyas
& Astuti, 2018). Perilaku spekulatif semacam
ini  membuat lapisan masyarakat dengan
kekayaan lebih sering kali memandang properti
sebagai  investasi, bahkan tanpa perlu
menempati atau menyewakannya (Zhang &
Zhang, 2016). Keadaan ini diperparah oleh
kelompok tertentu yang menggunakan modal
besar untuk memperbesar portofolio tanah
mereka tanpa melakukan aktivitas produktif di
atasnya, yang menyebabkan tanah-tanah
tersebut terlantar (Elbert & Fernando, 2021).
Melihat urgensi dari kondisi yang ada, Negara
Indonesia dapat memanfaatkan instrumen pajak
properti seperti Pajak Bumi dan Bangunan,
untuk  memitigasi  permasalahan  properti
terlantar tersebut, seperti yang
diimplementasikan secara lokal oleh Provinsi
DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur
Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Pergub 41/2019).

1.1.Tinjauan Pustaka

1.1.1. Fungsi Regulerend

Secara umum, fungsi pajak dapat
diklasifikasikan menjadi fungsi budgetair dan
regulerend  (Rosdiana,  2022).  Fungsi
regulerend pajak memiliki arti  bahwa
instrumen pajak dapat digunakan sebagai alat
untuk mencapai tujuan tertentu, baik di sektor
keuangan negara maupun di sektor lainnya
seperti ekonomi, politik, pertahanan-keamanan,
serta sektor-sektor strategis terkait (Syahyu,
2023). Melalui fungsi ini, pemerintah dapat
mengendalikan isu-isu ekonomi makro seperti
pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja serta
investasi melalui kebijakan pajaknya. Suandy
(2017) menyatakan bahwa kebijakan pajak
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suatu negara memiliki tujuan yang juga
mencakup stabilisasi ekonomi serta
pengendalian inflasi. Melalui fungsi regulerend
pajak, pemerintah dapat mengatur arah
perkembangan perekonomian nasional sesuai
yang diinginkan (Waluyo dalam Dini, 2018).

Dalam kaitannya pengendalian harga
properti, dikenal istilah fungsi stabilisasi fiskal
sehubungan dengan kontrol atas harga barang.
Mengingat  masalah-masalah  sehubungan
makroekonomi tersebut tidak dapat
diselesaikan secara organis oleh pasar, maka
diperlukan intervensi  pemerintah  untuk
mengatasinya (Rosdiana, 2022). Pada situasi
dimana permintaan barang yang tinggi tidak
diimbangi dengan supply yang memadai
sehingga menyebabkan inflasi, diperlukan
upaya pengendalian oleh pemerintah yang
salah satunya dapat menggunakan instrumen
fiskal (Musgrave & Musgrave, 1989). Tak
terlepas dari pengendalian oleh pemerintah
tersebut adalah persoalan tingginya harga
properti.
1.1.2. Pajak Properti

Pajak properti merupakan representasi
utama dari pemajakan atas kekayaan (wealth
tax) sebagai bagian dari sistem perpajakan
terkait properti milik individu atau perusahaan
yang mencakup pajak terhadap tanah,
bangunan, atau properti lainnya (Musgrave,
1989). Secara fundamental, pajak properti
diasosiasikan dengan peran men-generate
revenue yang nilainya selalu meningkat bagi
pemerintah (Devas, 1999). Meskipun demikian,
Youngman dalam Thuronyi (1996) menyatakan
bahwa pajak properti dapat menjadi insentif

penggunaan lahan yang lebih efisien,
mengingat basis pajaknya yang integral
terhadap produksi, dan menjadi sumber

pendapatan bagi pemerintah daerah. Landasan
berpikir tersebut membuka peluang pajak
properti sebagai instrumen pajak yang tidak
hanya disebabkan kepentingan revenue
collection namun juga mengaktifkan fungsi
regulerend.

Secara teoretis, pengenaan pajak
properti didasarkan pada dua asas utama, yakni
benefit principle dan ability to pay principle.

Berdasarkan benefit principle, suatu properti
dinilai wajar bila dikenakan pajak sebagaimana
ekuivalen dengan manfaat yang diterima oleh
pemilik properti dari pemerintah, seperti
fasilitas penunjang seperti air dan listrik bagi
properti terkait. Oleh karena itu, pengenaan
pajak harus juga setara dengan jasa-jasa yang
diberikan pemerintah (Kadir, 2016). Di sisi
lain, ability to pay principle mendalilkan
bahwa pajak properti dikenakan dengan
berlandaskan faktor pengendalian sosial,
khususnya terkait ketimpangan kekayaan pada
masyarakat sehingga dapat diminimalisir
melalui penerapan pajak properti yang bersifat
progresif. Prinsip berpikir ini meyakini bahwa
setiap wajib pajak seharusnya dibebani pajak
sesuai kemampuan masing-masing
(Wicaksono, 2014).

1.1.3. Idle PropertyTax

Formulasi kebijakan pajak khusus
untuk  tanah  terlantar cukup  banyak
mendapatkan ~ perhatian  dari  berbagai

yurisdiksi. Perhatian ini bukanlah tanpa dasar,
tingginya jumlah tanah terlantar non-produktif
dan tanah yang hanya dimanfaatkan oleh
spekulan dapat berdampak pada pembangunan
ekonomi, ketahanan pangan (untuk tanah
agrikultur), dan tidak terpenuhinya fungsi
sosial tanah (Fung & McAuley, 2020).
Penerapan tarif progresif terhadap tanah non-
produktif ditujukan untuk meng-discourage
perilaku penimbunan tanah oleh spekulan (Bird
& Slack, 2004). Penimbunan tanah oleh
spekulan dapat menyebabkan kenaikan harga
lahan dan menyebabkan akses ketersediaan
lahan menjadi terbatas. Padahal, akses terhadap
tanah yang terjangkau merupakan hal penting
dalam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat
(Rejekiningsih, 2016). Dengan adanya tarif
yang lebih tinggi akibat penimbunan tanah
non-produktif, spekulan tanah diharapkan
untuk  menggarap tanah tersebut atau
menjualnya kepada masyarakat dan
menghidupkan  perputaran  properti  di
masyarakat.

Idle land tax memiliki kecenderungan
untuk mendapatkan dukungan politis populis
yang kuat karena terlihat sangat pro dengan
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rakyat menengah dan menengah ke bawah.
Namun demikian, kebijakan ini memiliki
merits yang tidak begitu kuat di kalangan
beberapa ahli karena beberapa alasan. Salah
satunya adalah dibutuhkannya kapasitas
administrasi yang kuat untuk dapat menerapkan
idle land tax dengan sebagaimana mestinya
(Franzsen & McCluskey, 2017). Tantangan
tersebut  menjadi  lebih  konkrit  ketika
dihadapkan pada realitas di kebanyakan negara
berkembang yang masih memiliki kapasitas
administrasi  yang lemah.  Selain itu,
inelastisitas permintaan terhadap tanah dapat
menyebabkan  landowners  memindahkan
tambahan beban pajak kepada penyewa melalui
kenaikan harga sewa properti (Bird & Slack,
2004). Hal yang demikian menegasikan
maksud distribusional dari penerapan idle land
tax sehingga mengurangi efektivitasnya.
Sebagai catatan, salah satu permasalahan
inheren pajak properti yang juga menjadi
permasalahan pada jenis pajak atas kekayaan
lainnya adalah tidak dipertimbangkannya
likuiditas Wajib Pajak (Thuronyi, 2003).
1.1.4. Inflasi Harga Properti Melebihi Nilai
Fundamental dan Intervensi Pemerintah
Harga sektor properti, selayaknya
barang dan jasa lain dalam ekonomi, selalu
dipengaruhi oleh hukum permintaan dan
penawaran. Namun, terkadang harga suatu
barang dalam ekonomi tidak hanya bergantung
pada pengukuran fundamental, tetapi juga
dipengaruhi oleh sentimen dan spekulasi pasar
(Fanama & Praktiko, 2019). Perilaku yang
menganggap aset properti dan tanah sebagai
investasi menyebabkan ketersediaan tanah dan
properti bagi masyarakat biasa semakin
terbatas (Asadov et. al., 2023). Harga properti
yang tidak terkontrol dan terus menerus
meningkat melewati kewajaran fundamental
dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi,
seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada
krisis  tahun  2008.  Kondisi  tersebut
didefinisikan sebagai property bubble, yaitu
kenaikan harga yang didorong oleh unsur
spekulasi yang tinggi dan saat mencapai titik
kejenuhan  harga dapat secara drastis

menyesuaikan  dengan nilai  fundamental
(Grover & Grover, 2014).

Menimbang hal yang telah disebutkan
di atas dan fungsi sosial dari properti dan tanah
menyebabkan pasar sektor properti merupakan
sektor yang diawasi oleh pemerintah. Tingkat
intervensi pemerintah terhadap pasar sektor
properti cenderung bergantung pada kondisi
pasar (Lusiana & Astrid, 2019). Ketika pasar
sedang beroperasi secara efektif pemerintah
cenderung hanya melakukan intervensi yang
minim dan hanya bertindak menjalankan fungsi
supervisi dan regulasi. Sementara itu, ketika
pasar mengalami kegagalan pemerintah dapat
mengambil keterlibatan melalui intervensi yang
lebih ekstrem, seperti bertindak sebagai aktor
pasar (dalam hal ini umumnya produsen).
Instrumen fiskal baik dari sisi spending
maupun revenue dapat menjadi instrumen
intervensi  pemerintah  untuk  mengoreksi
kegagalan pasar (Meyer, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang dilatarbelakangi oleh fenomena
sulitnya masyarakat Indonesia mendapatkan
property karena tren harga property yang
semakin mahal. Penelitian ini dilakukan
dengan melihat perspektif perpajakan sebagai
salah satu instrument kebijakan yang dapat
diimplementasikan sebagai tindakan represif
atas fenomena yang terjadi. Desain kebijakan
perpajakan atas property di Indonesia perlu
dikaji lebih mendalam dengan meninjau
implementasi kebijakan negara lainnya. Untuk
menjelaskan desain kebijakan yang sesuai,
maka penelitian ini dilakukan dalam bentuk
deskriptif dengan memaparkan beberapa
gambaran kebijakan yang telah
diimplementasikan dan mekanisme kebijakan
yang akan datang.

Dalam menjelaskan mekanisme
kebijakan pajak atas idle propery, data dalam
penelitian ini dikumpulkan dengan
menggunakan metode literature study dengan
meninjau kembali sumber bacaan terdahulu
yang relevan, seperti jurnal, artikel, kebijakan
pemerintah, buku, dan tesis terkait. Metode
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penelitian tersebut akan menjadi argument
pendukung dalam mengungkapkan desain
kebijakan pajak atas idle property yang relevan
dengan kondisi Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Status Quo Kebijakan Idle Property Tax
di Indonesia

Indonesia, secara umum, belum
menerapkan kebijakan idle property tax secara
serentak di tingkat nasional. Namun, DKI
Jakarta pernah menyisipkan konsep idle
property tax dalam pengaturan PBB-P2 (Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).
Kebijakan tersebut diejawantahkan melalui
Peraturan  Gubernur (PERGUB) Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41
Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Objek
Pajak Bangunan Berupa Rumah Untuk Tahun
Pajak 2019. Beleid tersebut menerapkan tarif
diferensial progresif terhadap Tanah Kosong
yang berlokasi sepanjang jalan-jalan protokol.
Tarif progresif yang dikenakan adalah dua kali
lipat PBB-P2 terutang normal. Nafas dari
penerapan kebijakan ini dimaksudkan untuk
pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal
tersebut terlihat dari pemberian insentif berupa
diskon PBB-P2 terutang sebesar 50% untuk
Tanah Kosong yang dijadikan Ruang Terbuka

Hijau vyang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
Ditinjau dari  impelentasi  kebijakan,

perhatian atas idle property telah dilakukan
olen DKI Jakarta walaupun hanya diterapkan
secara terbatas dan temporer, tetapi telah
menunjukkan bagaimana fungsi regulerend
dari idle property tax dapat dimanfaatkan.
Desain kebijakan yang spesifik mengarah pada
penyediaan Ruang Terbuka Hijau
memengaruhi perilaku penggunaan lahan di
daerah yang terdampak peraturan tersebut.
Perluasan penerapan kebijakan dan desain
kebijakan yang secara spesifik ditujukan untuk

menekan angka spekulan tanah  dan
penimbunan tanah non-produktif memang
belum pernah diterapkan. Banyak

pertimbangan formulasi kebijakan yang belum
matang untuk penerapan hal tersebut.

Apriyani dan Inayati (2020) memberikan
catatan atas alternatif formulasi kebijakan tarif
progresif terhadap idle property. Salah satu
yang perlu menjadi pertimbangan adalah
kemungkinan penghindaran pajak progresif
dengan cara mengalihkan kepemilikan tanah di
antara anggota keluarga dan rekan bisnis.
Rendahnya  kapasitas  pengawasan  dan
administratif ~ otoritas pajak juga akan
memperparah hambatan tersebut. Selanjutnya,
diperlukan mekanisme dan pengukuran untuk
menentukan perilaku suatu transaksi atas tanah
merupakan transaksi spekulan. Secara umum,
desain kebijakan idle property tax yang telah
diterapkan di DKI Jakarta belum bisa
mengakomodir kebutuhan distribusional dari
ketersediaan akses tanah bagi masyarakat
umum.

3.2.  Instrumen Pengenaan ldle Property
Tax di Indonesia

Menurut Haas dan Kopanyi (2017) merujuk
pada World Bank (2016) mengungkapkan
bahwa perpajakan atas idle property dapat
didefinisikan oleh masing-masing regime pajak
di dunia dengan substansi mengenakan pajak
atas properti tidak terpakai. Pengenaan pajak
atas idle property sejatinya dapat dilakukan
melalui beberapa instrumen. Pada instrumen
tersebut terdapat beberapa mekanisme yang
dapat diterapkan atas idle property di
Indonesia, antara lain pengenaan pajak atas
nilai tanah, nilai pasar (NJOP), extra tax, dan
nilai sewa (Rosdiana et al., 2018). Pilihan
metode pengenaan pajak dapat tersebut
menjadi  pertimbangan pembuat kebijakan
untuk mengaplikasikannya atas idle property.

Pertama, apabila ditinjau dari nilai tanah,
maka pengenaan pajak atas idle property
dimungkinkan tidak berjalan efektif karena
tidak mencakup properti lainnya yang berada di
lahan idle (Rosdiana et al.,, 2018). Dalam
praktiknya, apabila wajib pajak memiliki
properti di atas lahan idle tersebut, seperti
rumah kosong, maka atas properti rumah
tersebut tidak dikenakan pajak. Kedua,
pengenaan pajak atas nilai pasar (NJOP) seperti
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halnya diaplikasikan melalui PBB dan BPHTB.
Mekanisme tersebut dianggap tidak memiliki
perbedaan pengenaan pajak atas properti biasa
dengan idle property tax. Ketiga, idle property
tax yang didasarkan nilai sewa dianggap akan
menciptakan  dispute  karena  perbedaan
penetapan nilai sewa tiap wilayah dan
kompleksitas penilaian atas idle property.
Keempat, pengenaan pajak atas idle property
melalui extra tax. Extra tax yang dimaksud
adalah memberikan beban pajak tambahan atas
idle property dengan harapan mengurangi
penerimaan nilai investasi pada periode yang
akan datang, misalnya adalah surcharge.
Mekanisme pengenaan extra tax tersebut dapat
dilakukan melalui pajak progresif dengan
ukuran waktu kepemilikan idle property
maupun peningkatan tarif pajak, sebagaimana
diimplementasikan  Provinsi DKI Jakarta
melalui PERGUB No. 41 Tahun 2019 yang
mengenakan tarif 2x lipat dari PBB P2
terutang. Menurut Analis Kebijakan PKPN,
BKF mengungkapkan bahwa adanya potensi
dikenakannya tarif yang lebih tinggi atas
properti yang terlantar harus dilakukan
pembatasan melalui Undang-Undang
(Ramadhan, 2021).

Sebenarnya, dalam regulasi di Indonesia
sebenarnya  telah mengatur  beberapa
mekanisme yang menjadi instrumen untuk
mengontrol isu kenaikan harga dan idle
property (MUC, 2017), yakni Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Pengalihan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak atas
Pengalihan Tanah dan Bangunan.

0
Pajak Bumi dan Bangunan 0,5% x NJKP

(PBB-P2) _
5% x (Nilai Perolehan -

Bea Pengalihan Hak atas Tanah NIJOPTKP)
dan Bangunan (BEHTE) 2,5% dari nilai penjualan
Gambar 2. Eksistensi Regulasi Pajak

Properti Untuk Mengurangi Idle Property
Data Telah Diolah Kembali

Namun, pada regulasi yang diimplementasikan
di Indonesia belum mencerminkan adanya
fungsi regulerend untuk mengatasi
permasalahan tingginya nilai idle property.
Mekanisme pemajakan atas properti yang telah
diimplementasikan hanya menitik beratkan
pada fungsi budgetair, yakni sebagai instrumen
untuk mendapatkan penerimaan  negara.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa
pengenaan idle property tax dapat dikenakan
secara efektif apabila mekanisme pajak
mengatur terkait tarif yang lebih tinggi ditinjau
dari lamanya kepemilikan properti tidak
terpakai (idle property). Namun, otoritas pajak
perlu merumuskan subjek pajak yang menjadi
target pengenaan idle tax property karena hal
tersebut menjadi  krusial untuk menilai
keberhasilan  kebijakan dalam  menekan
spekulasi harga idle property (MUC, 2017).
3.3. Meninjau Implementasi Idle Property
Tax di Negara Lain

Penerapan skema idle property tax
cukup bervariasi di berbagai belahan dunia.
Sebagian besar negara cenderung
mengintegrasikan idle property tax ke dalam
struktur pajak properti negaranya. Hal ini
memungkinkan pemerintah untuk mendorong
pemilik properti agar memanfaatkan aset secara
produktif dengan tidak menjadikan properti
sebagai alat investasi. Berikut merupakan
penerapan idle property tax di beberapa negara.

Tabel 1. Komparasi ldle Property Tax di
Negara Lain

Dimensi Idle | Tarif
Property Tax

Negara

Filipina [ « Tanah Surcharge  O-

pemukiman | 5%

yang  tidak

dimanfaatkan

e Tanah
agrikultur
dengan luas
melebihi 1
hektar,
dimana
setengah dari
luas tersebut
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tidak
dimanfaatkan
secara
maksimal

e Tanah non-
agrikultur
dengan luas
lebih dari
1000m2 yang
setengahnya
tidak
dimanfaatkan

Kamboja | Lahan yang tidak o 2%
dimanfaatkan
termasuk properti
bangunan  yang
tidak digunakan.
Korea Lahan yang tidak e 5% (2-3
Selatan | dimanfaatkan tahun)
selama lebih dari e 7% (>3
2 tahun tahun)
e 8% (>5
tahun)
e 9% (>7
tahun)
e 10%
(>10
tahun)

Sumber: Haas & Kopanyi (2017) dan Hamid et
al (2023), telah diolah kembali

Filipina menerapkan pajak atas idle land,
dengan tarif tertinggi sebesar 5%. Pajak ini
berupa surcharge yang dikenakan sebagal
beban tambahan pada pajak properti dan
diterapkan pada baik tanah agrikultur maupun
non-agrikultur. Hal ini berarti bahwa pemilik
properti tidak hanya membayar pajak properti
dasar tetapi juga menanggung tambahan pajak
untuk properti yang dibiarkan kosong dengan
harapan dapat mengurangi jumlah idle land dan
meningkatkan penggunaan lahan secara efektif.
Dengan demikian pajak idle land ini menjadi
salah satu langkah strategis pemerintah Filipina
dalam mengatasi masalah penggunaan properti
yang tidak efisien. Di sisi lain, Penerapan idle

property tax di Kamboja dikenakan atas tanah
dan bangunan yang tidak produktif dengan tarif
2%. Sementara itu, di Korea Selatan
menerapkan idle property dengan tarif
progresif yang mana ketika semakin lama idle
akan semakin akan semakin tinggi tarif yang
dikenakan.  Penerapan  secara  progresif
bertujuan untuk mendorong pemilik tanah agar
lebih aktif dalam menggunakan aset yang telah
tidak produktif selama beberapa tahun.

3.4. Rekomendasi Kebijakan Idle Property
Tax sebagai Solusi Alternatif Inflasi Harga
Tanah Bangunan di Indonesia

Meninjau kebijakan idle property tax
melalui PERGUB DKI Jakarta Nomor 41
Tahun 2019 terdapat ketidakefektifan dalam
menentukan basis pajak yang hanya berfokus
pada lokasi tanah kosong. Penggunaan definisi
tanah kosong dinilai adanya ketidakjelasan atau
kerancuan sehingga bersifat multi-interpretatif
dan  tidak memenuhi  kriteria  dalam
mendefinisikan tanah idle terutama dengan
mempertimbangkan aspek tanah yang tidak
produktif. Dibutuhkan pengamatan dari sisi
pemilik idle property dimana Kkebijakan
tersebut seharusnya tidak hanya didasari pada
aspek kebijakan yang bersifat teknokratis tetapi
juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi
dari sisi perencanaan atas pemanfaatan tanah
yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya dan
potensi terdapat aspek hukum dalam kasus
sengketa tanah yang dibiarkan kosong. Bahwa
dalam implementasi kebijakan idle property tax
penting untuk menggunakan pendekatan yang
berfokus pada nilai properti, yaitu mencakup
analisis mengenai lokasi tanah kosong
sekaligus mempertimbangkan alasan di balik
keputusan pemilik untuk membiarkan tanah
tersebut tidak terpakai (Hass & Kopanyi,
2017).

Penentuan skema disinsentif yang
tertuang sejatinya  memberikan  dampak
signifikan dan berjalan secara optimal dalam
menjalankan fungsi regulerend. Hal tersebut
dapat diterapkan melalui nilai pajak atas tanah
ditentukan  secara  independen  dengan
menerapkan prinsip "highest and best use"
yang mengacu pada penggunaan yang paling
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menguntungkan berdasarkan zonasi  serta
batasan yang ditetapkan oleh pemerintah atau
hukum lainnya dalam pengembangannya (Dye
& England, 2010). Diperlukan pengaturan lebih
komprehensif terkait kriteria idle property tax
dengan menentukan batasan idle property yang
tidak produktif dari unsur bisnis dan
pengecualian untuk objek pajak dan subjek
pajak, mengingat tidak semua tanah kosong
dimanfaatkan untuk tujuan spekulasi atas
kepemilikan property.

Implementasi idle property tax sebagai
fungsi regulerend sejatinya dimaksudkan untuk
mendorong produktivitas melalui optimalisasi
pemanfaatan properti bukan semata-mata
menghimpun penerimaan pajak  dari
masyarakat (Rosdiana et al., 2018). Fungsi
regulerend direalisasikan oleh pemerintah
melalui peraturan daerah yang didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan
skema disinsentif pajak atas idle property yang
tidak sesuai peruntukannya. Berdasarkan
ketentuan pada peraturan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan dalam pasal
11 ayat (2) dimana pemerintah mengupayakan
untuk menjamin perlindungan hak akses
masyarakat atas tanah untuk mengatasi
ketimpangan penguasaan dan kepemilikan
tanah pada golongan tertentu. Kemudian,
tercantum pasal 13 ayat (2) bahwa pemerintah
berupaya mencegah dominasi swasta dalam
sektor agraria termasuk kepemilikan properti
oleh organisasi atau individu yang memiliki
kecenderungan monopolistik.

Dalam hal ini, instrumen pajak dapat
menjadi solusi sebagai bagian dari tata kelola
melalui peraturan daerah. Peraturan yang
dihasilkan pemerintah daerah harus berdasar
pada kewenangan daerah yang bersifat aspiratif
dan secara legal drafting tepat dan efektif bagi
aparatur maupun masyarakat (Hidayat, 2017).
Penerapan idle property tax dapat dilakukan
melalui mekanisme surcharge atau piggy back
PBB-P2 dengan dasar pengenaan berupa Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipungut oleh
pemerintah  kabupaten/kota. Di sisi lain,
pengenaan surcharge dapat dituangkan dengan

tarif progresif berdasarkan lamanya properti

dibiarkan kosong yang memenuhi kriteria
tertentu. Dengan menerapkan surcharge,
pemerintah  dapat mendorong perubahan

perilaku para spekulan properti yang membuat
properti sebagai investasi tanpa berkontribusi
kepada masyarakat. Properti tidak hanya
berfungsi sebagai sarana investasi dan sumber
kekayaan bagi individu tetapi juga memiliki
peran penting sebagai penunjang kehidupan
masyarakat secara luas. Dalam hal ini, properti
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan
infrastruktur  untuk  memenuhi  kebutuhan
masyarakat dan mendukung kegiatan sosial
lainnya. Dengan ini pemerintah  dapat
memberikan disinsentif kepemilikan properti
yang tidak memberikan kontribusi kepada
masyarakat sehingga menjadi salah satu
penyebab inflasi akibat kenaikan harga properti
yang tidak terkontrol di Indonesia.

Sebagai langkah untuk mencapai tujuan
tersebut, kebijakan pajak idle property tax
dapat menjadi solusi dalam menjalankan fungsi
regulerend dengan melakukan inovasi melalui
penerapan prinsip highest and best use. Hal ini
juga perlu mempertimbangkan alasan yang
mendorong pemilik properti untuk menerapkan
idle property serta memperbaiki akurasi
penilaian terhadap idle property yang memiliki
permasalahan yang dinamis.

3.5. Implikasi Penerapan Idle Property Tax
di Indonesia

Secara umum, terdapat 3 (tiga) poin
utama implikasi positif atas penerapan idle
property tax, yakni mengurangi peningkatan
harga  properti, mendorong penggunaan
properti, dan meningkatkan pendapatan daerah
(Dinata et al., 2024). Penekanan atas
penggunaan idle property tax meninjau pada
aspek peningkatan harga karena adanya inflasi
dan populasi yang banyak. Inflasi dalam hal
idle property terjadi karena properti menjadi
instrumen spekulasi harga tanpa adanya
penggunaan properti tersebut (Gao et al.,
2020). Akibatnya, banyak properti yang
terlantar (idle property), tetapi harga properti
semakin meningkat. Namun, Implementasi Idle
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Property Tax tidak sepenuhnya merefleksikan
seluruh fungsi pajak melalui diterapkannya
fungsi regulerend atas idle property. Pertama,
pengimplementasian idle tax property Perlu
diiringi dengan pengintegrasian data antara
otoritas pajak dengan lembaga yang
membawahi sektor pertanahan di Indonesia,
misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN)
(MUC, 2017). Pengintegrasian data dilakukan
untuk mendapatkan target pajak yang tepat dan
menghindari adanya penghindaran pajak atas
idle property tax karena ketidaklengkapan data
yang dimiliki otoritas pajak. Selain itu,
ketidakakuratan data dimungkinkan adanya
pemindahan kepemilikan atas idle property
antara pelaku bisnis maupun dalam suatu
anggota keluarga sehingga diperlukan regulasi
yang mengatur subjek dan objek pajak idle
property yang komprehensif (Apriani dan
Inayati, 2020).

Selain itu, apabila meninjau pemilik
idle property dapat memunculkan potensi
peningkatan tax burden yang harus dibayarkan
oleh pemilik properti. Tidak hanya ditinjau dari
kenaikan potensi pajak yang harus dibayarkan,
apabila regulasi terkait idle property tax tidak
dirancang dengan tepat, terdapat potensi
pemilik properti dapat mengalihkan tax burden
atas idle property kepada pihak ketiga, dalam
hal ini pembeli atau pengguna idle property.
Potensi  terciptanya mekanisme tersebut
menjadikan implementasi atas idle property tax
tidak efektif karena harga properti akan sama
saja terus naik dengan dasar pengalihan
kewajiban pajak. Tidak hanya itu, dengan
adanya idle property tax bertolak belakang
dengan mekanisme bisnis properti di Indonesia
karena dalam praktiknya bisnis properti
memiliki pola untuk menahan properti yang
sudah dimiliki  sebelum diperjualbelikan.
Apabila atas properti dalam hal bisnis properti
dikategorikan sebagai idle property maka
mekanisme tersebut dapat mendistorsi jalannya
bisnis properti (Ramadhan, 2021).

Di sisi lain, otoritas pajak harus
melakukan pemeriksaan dan pengecekan
berkala terkait penentuan idle property.
Pengecekan vyang dilakukan tidak hanya

memastikan bahwa properti tersebut benar-
benar tidak terpakai, tetapi juga melakukan
penilaian kembali atas nilai idle property
(Dinata et al., 2024). Penilaian tersebut dapat
menjadi tantangan tersendiri karena
dimungkikan adanya idle property yang tidak
terawat sehingga membutuhkan penilaian yang
ekstra. Implikasi lainnya, otoritas pajak
memerlukan regulasi yang tepat tidak hanya
untuk menentukan subjek dan objek pajak,
tetapi juga untuk menentukan DPP atas idle
property (Ramadhan, 2021). Dengan demikian,
melalui idle property tax kebijakan pajak
properti dapat dijadikan sebagai instrumen
pajak dalam hal menjalankan  fungsi
regulerend.

4. KESIMPULAN

Perilaku spekulatif dalam investasi properti
telah menyebabkan meningkatnya jumlah
properti terlantar, yang akhirnya menjadikan
properti tersebut tidak produktif. Jumlah
properti terlantar yang tinggi ini turut
mendorong lonjakan harga properti yang terus
meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan harga
properti tersebut menjadi salah satu penyebab
utama inflasi yang semakin membebani
masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintah
telah melakukan upaya mitigasi, Khususnya
melalui  instrumen fiskal, dampak dari
kebijakan-kebijakan tersebut belum optimal.
Dengan semakin mendesaknya masalah ini,
penambahan pungutan (surcharge) PBB-P2
dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah
untuk menstabilkan inflasi yang disebabkan
oleh spekulasi terhadap properti terlantar.
Meskipun kebijakan pajak bukanlah solusi
instan untuk masalah ini, penambahan
pungutan PBB-P2 diharapkan dapat menjadi
langkah awal dalam mengurangi jumlah tanah
terlantar, dengan tetap  memperhatikan
implikasi penerapannya, sehingga membawa
efek  berkelanjutan  terhadap  mitigasi
permasalahan tingginya harga properti akibat
perilaku spekulatif.

Perluasan  implementasi  prinsip  idle
property tax dapat diperluas di Indonesia
sebagai salah satu alternatif solusi menekan
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perilaku spekulan tanah yang menyebabkan
peningkatan harga tanah jauh di atas kewajaran
fundamental. Formulasi dan desain kebijakan
harus dapat disesuaikan dengan nafas
kepentingan yang ingin dibawakan.
Menyisipkan konsep idle property tax ke dalam
skema pengenaan PBB-P2 dapat dijadikan
alternatif desain kebijakan. Penggunaan desain
tersebut membutuhkan adanya tarif diferensial
yang progresif atau modifikasi basis pengenaan
pajak terhadap objek pajak idle property.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengenakan
idle property tax melalui pungutan tambahan
(surcharge) yang dikenakan oleh pemerintah
kabupaten/kota. Pemilihan desain kebijakan
harus mempertimbangkan feasibility legislasi.
Implementasi  konsep idle property tax
menggunakan jenis pungutan baru memiliki
biaya politik yang tinggi karena pungutan baru
harus diatur dalam undang-undang. Sementara
itu, penyisipan konsep idle property tax melalui
modifikasi  NJOP  bisa  memanfaatkan
instrumen hukum yang telah ada sekarang
dengan memanfaatkan discretionary regulatory
adjustment. Selain dari desain kebijakan, secara
praktik kapasitas administratif harus mumpuni
untuk menerapkan kebijakan ini sebagaimana
mestinya.
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